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BAB I

PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan asas legalitas dan kepastian hukum sebagai landasan utama dalam setiap penyelenggaraan kebijakan publik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah serta tidak melampaui kewenangan lembaga yang bersangkutan agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional masyarakat.
.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat adalah penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). SKCK merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan digunakan sebagai persyaratan administratif dalam berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan, pendaftaran anggota TNI/Polri, proses adopsi anak, hingga pengajuan visa. Mengingat pentingnya fungsi SKCK, maka mekanisme dan persyaratan penerbitannya seharusnya tidak membebani masyarakat serta tidak menimbulkan ketentuan yang bersifat diskriminatif maupun tidak relevan dengan substansi dokumen tersebut.
. 
Setelah ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, muncul ketentuan baru yang mewajibkan keikutsertaan dalam program BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pengajuan SKCK. Ketentuan ini menimbulkan kontroversi karena tidak semua warga negara memiliki status kepesertaan aktif dalam BPJS Kesehatan, baik karena keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman administratif, maupun kendala teknis lainnya. Akibatnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan akses terhadap pelayanan administratif negara, sebab masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS tidak dapat memperoleh SKCK, padahal dokumen tersebut sangat dibutuhkan untuk pemenuhan hak-hak sipil mereka.
. 
Dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, hal ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kewenangan institusional Kepolisian dalam menetapkan syarat administratif yang bersinggungan dengan program nasional di bawah kewenangan kementerian atau lembaga lain, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Penambahan syarat kepesertaan BPJS tersebut juga perlu ditinjau dari aspek landasan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi, serta perlu diperhatikan apakah kebijakan tersebut tidak termasuk tindakan ultra vires atau melampaui kewenangan lembaga.
Meskipun kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kepesertaan BPJS dan memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, penerapannya menimbulkan persoalan dari sisi yuridis. Perlu dikaji apakah penambahan syarat kepesertaan BPJS dalam penerbitan SKCK memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak melampaui kewenangan Kepolisian, serta apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan asas-asas hukum administrasi negara dan tidak menghambat hak warga negara untuk memperoleh pelayanan publik yang adil dan setara.
Dari sudut pandang hukum administrasi negara, terdapat pertanyaan krusial mengenai kewenangan institusional dan sinkronisasi regulasi antar lembaga. Apakah Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang menetapkan syarat administratif yang bersinggungan langsung dengan program nasional di bawah kementerian atau lembaga lain, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan BPJS? Selain itu, penambahan syarat JKN dalam proses penerbitan SKCK juga dinilai belum memiliki landasan hukum yang cukup kuat apabila dikaitkan dengan prinsip ultra vires atau tindakan yang melampaui batas kewenangan lembaga
.

Penerapan syarat keikutsertaan aktif dalam program BPJS Kesehatan sebagai prasyarat penerbitan SKCK sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 telah menimbulkan berbagai dinamika di masyarakat. Di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, kebijakan ini mulai diberlakukan sejak 1 Agustus 2024. Pemohon SKCK diwajibkan menunjukkan bukti sebagai peserta aktif BPJS. Bagi masyarakat yang belum terdaftar, pihak kepolisian mengarahkan untuk segera mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN dan melakukan pembayaran iuran melalui mitra pembayaran seperti Indomaret atau perbankan digital.

Namun demikian, penerapan kebijakan ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah mengeluhkan tambahan beban administratif dan finansial yang harus ditanggung demi memenuhi syarat keikutsertaan BPJS. Mereka yang statusnya belum aktif atau menunggak iuran mengalami hambatan dalam mengakses SKCK, yang berdampak langsung terhadap kesempatan kerja atau pendidikan. Situasi ini menimbulkan potensi diskriminasi terhadap warga negara yang belum mampu memenuhi syarat keikutsertaan tersebut.
Di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, implementasi kebijakan ini juga mulai berlaku. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, dr. Zoni Anwar Tanjung, M.M., AAAK, menyatakan bahwa mulai 1 Agustus 2024, bukti kepesertaan aktif dalam program BPJS Kesehatan merupakan syarat wajib bagi pemohon SKCK. Langkah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program BPJS, yang bertujuan mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di tingkat daerah.
Meskipun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, penerapannya menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang yuridis. Apakah penambahan syarat kepesertaan BPJS dalam pengurusan SKCK memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak melampaui kewenangan institusi kepolisian? Selain itu, perlu dikaji apakah kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan non-diskriminasi, serta tidak menghambat hak warga negara dalam memperoleh pelayanan publik yang adil dan setara.
Untuk mengatasi permasalahan yuridis yang timbul akibat pemberlakuan kebijakan ini, diperlukan harmonisasi peraturan antar lembaga negara serta kejelasan mengenai dasar hukum dan batas kewenangan Kepolisian dalam menetapkan persyaratan administratif tambahan. Penambahan syarat administratif seharusnya dilakukan melalui sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai kepastian hukum yang adil. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan alternatif yang bersifat lebih fleksibel, seperti pemberian opsi surat pernyataan kesediaan untuk mendaftar BPJS tanpa harus menunjukkan kepesertaan aktif secara langsung, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses layanan SKCK.
Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai batas-batas yuridis penambahan persyaratan administratif oleh lembaga negara, khususnya Kepolisian. Kebijakan publik yang baik seharusnya dapat melindungi kepentingan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum administrasi negara dan hak asasi manusia. Pemerintah bersama Kepolisian diharapkan dapat menyusun regulasi turunan atau petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas dan kontekstual agar tercipta pelayanan publik yang adil, efisien, dan tidak membebani masyarakat.
Kajian yuridis terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang SKCK menjadi penting tidak hanya untuk menilai keabsahan hukum dari syarat tambahan tersebut, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum seperti kepastian hukum, non-diskriminasi, dan kemanfaatan publik tetap terjamin dalam pelaksanaannya. Penambahan syarat yang tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi yang merugikan masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan relevansi yang kuat dengan topik ini. Winarno (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pelayanan Administratif” menekankan pentingnya prinsip legalitas dan non-diskriminasi dalam penetapan syarat administratif pelayanan publik. Lestari (2023) dalam penelitiannya berjudul “Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Program JKN dan Kaitannya dengan Layanan Administrasi Negara” menemukan bahwa integrasi program JKN ke dalam pelayanan publik belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan birokrasi dan kemampuan masyarakat. Sementara itu, Putra dan Kurniawan (2021) dalam penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Peraturan Teknis dalam Layanan Kepolisian” menyimpulkan bahwa masih terdapat peraturan teknis di lingkungan instansi pemerintah, termasuk Kepolisian, yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip hierarki norma hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap kebijakan ini menjadi penting, tidak hanya untuk menilai keabsahan hukum dari syarat tambahan tersebut, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar negara hukum seperti kepastian hukum, non-diskriminasi, dan kemanfaatan publik tetap terjaga dalam praktik administrasi publik. Penambahan syarat yang tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi warga negara dapat menjadi bentuk maladministrasi yang merugikan masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan adanya relevansi kuat dengan topik analisis yuridis terhadap penambahan syarat keikutsertaan JKN dalam penerbitan SKCK. Penelitian oleh Winarno (2022) berjudul "Analisis Yuridis terhadap Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pelayanan Administratif" menyoroti pentingnya prinsip legalitas dan non-diskriminasi dalam penetapan syarat administratif pada pelayanan publik. Dalam temuan penelitiannya, Winarno mengkritisi kecenderungan instansi pemerintah menambahkan syarat administratif tanpa basis hukum yang jelas, yang dapat berujung pada pelanggaran hak konstitusional warga negara.

Penelitian lain oleh Lestari (2023) bertajuk "Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 terhadap Program JKN dan Kaitannya dengan Layanan Administrasi Negara" menelusuri efektivitas integrasi program JKN ke dalam pelayanan publik, termasuk pada level pemerintah daerah. Lestari menemukan bahwa meskipun tujuan integrasi ini sejalan dengan upaya mencapai Universal Health Coverage, pelaksanaannya belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan sistem birokrasi dan daya dukung masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan ketimpangan akses pelayanan.

Sementara itu, Putra dan Kurniawan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Peraturan Teknis dalam Layanan Kepolisian" menyimpulkan bahwa banyak peraturan pelaksana teknis yang dikeluarkan oleh instansi negara, termasuk Kepolisian, belum sepenuhnya memenuhi prinsip hierarki norma hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hal ini dapat berimplikasi terhadap kepastian hukum dan hak masyarakat dalam memperoleh layanan administrasi negara secara adil dan proporsional.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “ Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polresta Deli Serdang“
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengaturan hukum mengenai penambahan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dalam proses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023?

2. Bagaimana tinjauan hukum administrasi negara terhadap penambahan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam penerbitan SKCK ditinjau dari aspek legalitas dan perlindungan hak konstitusional warga negara?

3. Bagaimana implikasi yuridis dan sosial dari penerapan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat di Polresta Deli Serdang dalam proses pengurusan SKCK?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan dasar hukum penambahan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam penerbitan SKCK sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.

2. Mengkaji kesesuaian kebijakan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dengan asas-asas hukum administrasi negara, khususnya asas kewenangan, proporsionalitas, dan perlindungan hak warga negara.

3. Mengidentifikasi serta menilai dampak yuridis dan sosial dari pemberlakuan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan terhadap masyarakat di Polresta Deli Serdang, baik dari segi kemudahan akses pelayanan publik maupun pemenuhan hak hukum warga negara.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara dan hukum pelayanan publik, serta dapat menjadi bahan pustaka dan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis yuridis terhadap kebijakan administratif dalam pelayanan publik, khususnya yang dikeluarkan oleh institusi Kepolisian Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai sumber informasi terkait legalitas dan implikasi hukum dari kebijakan penambahan syarat keikutsertaan (BPJS) dalam pengurusan SKCK, serta dapat memberikan masukan kepada institusi Kepolisian agar kebijakan yang dibuat senantiasa berdasarkan asas legalitas dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum administrasi negara serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al washliyah Medan.
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